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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR /9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2015

BUPATI SAROLANGUN,

. bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun
2011-2016 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu
disusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 201535;

. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun
harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagai satu kesatuan yang utuh dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

zglin?l;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Presiden Nomor 5§ Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP.
Tahun 2010 - 2014; . et

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedqman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
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Memperhatikan: a.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor
04);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Perubahan  kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,
Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD
Kabupaten Sarolangun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sarolangun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di
Kabupaten Sarolangun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,
kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah dan straregi pencapaiannya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Renf:ana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja-SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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(2)

3

(1)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu Tahun 2015 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dan
berakhir tanggal 31 Desember 2015;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarclangun Tahun
2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2011-2016 serta mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 - 2025,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Tahun 2015, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja SKPD (Renja-SKPD);

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD;

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-
APBD) Tahun Anggaran 2015.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi :

a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
b. Penyusunan Rancangan RKPD;



c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;
e. Penetapan RKPD.

(2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dilaksanakan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

¢. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan;
d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;

e. Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

f. Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah;

g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan {(Musrenbang) RKPD Kabupaten;
h. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;

i. Penetapan RKPD.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun
2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB III
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sarclangun Tahun

Anggaran 2015, RKPD Tahun 2015 digunakan untuk :

a. Bahan pembahasan dalam penetapan Kebijakan Umum APBD (KU APBD);

b. Bahan pembahasan dalam penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
APBD (PPAS APBD};

c. Bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun
2015. -

Pasal 5

Dalam hal RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 hasil pembahasan
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB IV
PELAPORAN KINERJA
Pasal 6

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan
dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing
program;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan; '



masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis

(3) Laporan Kinerja menjadi berikutnya yang diajukan oleh SKPD

dan evaluasi usulan anggaran tahun
yang bersangkutan.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Sarolangun wajib
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lan
meI:J.claah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KU APBD), Prioritas Plafon
Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) dan Rencana Kerja .dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKFD) Tahun 2015 hasil pembahasan

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolan
pada tanggal po Met 2014

BUPATI SABOLANGUN,

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal Zo Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZAL]

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR



